
WALIKOTA PALEMBANG 

PERA TUR.AN DAERAH KOT A PALEI\IBANG 

NOMOR 16 TAHUN 2011 

TENTANG 

RETRlBUSJ JASA UMUM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASl 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menimbang: a bahwa dengan ditetapkannya 1Jnda11g-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam upaya mengintensifkan penerimaan 
pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi penyelenggaraan transportasi, perlu 
meninjau dan merubah kembali Peraturan Daerah Kota Palembang NolIXlr JO Tahun 
200 I tentang Retribusi Penguj ian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolrum Parkir, guru, 
disesuaikan dcngan ketentuan per11Luran perundang-undangan yang bertaku ; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dengan perkembangan sektor tran~rtasi yang 
semakin pesat dan guna meningkatkan pelayanan kcpada masyarakat, maka perlu 
mengatur besaran retribusi penyelenggaraan transportasi ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a dan b, perlu 
membenruk Peraturan Dae.rah Kota Palembang tentang Retribusi Jasa Umum 
Penyelenggaraan Transportasi. 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah Ting,kat 11 dan 
Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RJ Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nornor JO Tahun 2004 tentang l'embentukan l'eraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Rl Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahuo 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor l25, Tambahan Lcmbaran Negara RJ Nomor 4437) 
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakbir dengan Undang-Undang Nomor l2 
Tahun 2008 tentang Pcrubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara RJ Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan 
Lembardil Negard RJ Nomor 4844 ); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembarnn Negara RI Tahun 2004 
Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara RI Nomor 4438). 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Rl Tahun 
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4444 ); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (T.embaran Negara RI 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembanm Negara Rl Nomor 4849 ); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambaban Lembaran Negara RI 
Nomor 5025); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 5049 ); 

10. Undang-Uodaog Nomor 32 Tahun 2009 tel'.)tang Perliodungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 5059); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 I Tahuo l 993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Rl Tahuo l 993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RT Nomor 3527); 
l 2. Peraturan Pemcriotah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaao Kendaraan 

Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahuo 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 3528); 

13. Peratunm Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan L:µu Lintos 
(Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 3528); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dao Pengemudi 
(Lembaran Negara Rl Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 3530); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RJ 
Tahuo 2006 Nomor 86, Tambahan Lembarao Negara RJ Nomor 4655); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahw1 2007 teotang Pembagian Urusao Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupateo/ 
Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara~ Negara RI 
Nomor4737 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanao (Lembaran 
Negara RI. Tahun 2009 Nomor 151 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5070 ); 

18. Peraturan Pemerintal1 Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembarao Negara 
RI Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5093): 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran 
Negara Rl Tabuo 2010 Nomor 26, Tambabao Lembaran Negara Rl Nomor 5108) 
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 201 I tcntang 
Perubahan ata~ Peraturan Pemerintall Nomor 20 Tahun 2010 tentaog Angkutan di 
Perairan (Lembaran Negara Rl Tahun 201 I Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Rl Nomor 5208); 

20. Peraturao Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tailun 2002 tentang Ketentraman dan 
Ketertiban (Lembaran Dacrah Kota Palembang TahLm 2002 Nomor 76), sebagaimana 
telah diuhah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tallun 2007 Nomor 13); 

21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor IS Tahun 2004 tentang Pedoman dan 
Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Ncgcri Sipil (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2004 Nomor 3 I); 

22. Pcraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Kota Palembang (Lembanm Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6 ); 

23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, 
Susunan Ol'ganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembarao Dacrab 
Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9 ); 

24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahuo 2011 Nomor 14 SERI C). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PALEMBANG 

Dan 

W ALlKOT A PALEMBANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PENYELENGGARAAN TRANSPORT ASI 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal J 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

I . Daerah adalah Daerah Kota Palembang. 

JASA UMUM 
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2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. 
4. Dinas Perhubungan adalab Dinas Perhubungan Kota Palembaog. 
5. Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang. 
6. Badan adalab sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kcsatuan, baik yang 

melakukan usaba yang meliputi r,erseroan terbatas, perseroan komanditer, pcrscroan 
lainnya, badan usaba milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) 
dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, ;,ersekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolcktif dan bentuk usaba 
tetap. 

;_ Traosportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan 
menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin. 

8. Jasa Umum adalah ja5a yang ilisediakan atau diberikan oleb Pemerintah daetah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang prlbadi atau 
badan. 

9. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu !iotas wmnn Trotoar adalah bagian dari 
jalan yang diperuntu.kkan bagi pejalan kaki. 

10. Jaringan Transportasi Kota adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang 
dihubungkan oleh ruang lalu !iotas sehingga membentuk satu kesatuan sis1cm jaringan 
transportasi kota untuk keperluan peoyelenggaraan talu lintas dan angkutan. 

11. Kendarnan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, te-rdiri dari kendaraan berrnotor 
atau keodaraan tidak bermotor. 

12. Kapa! adalah kenrlarnan air dengan bentuk dan jen.is apapun, yang digerakkan dengan 
tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk keodaraan yang berdaya dukung 
dinarnis. kendaraao di bawah perrnuk aan air, serta alat apung clan bangunan terapung yang 
tidak berpindah-pindah. 

13. Kcndaraan Bermotor adalah kendaraan yang digemkkan oleh peralatan teknik yang berada 
pada kendaraan itu. 

14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 
15. Peng1tjian berkala kendaraan bermotor yang selaajutnya disebut uji berkala adalah 

pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan 
bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kcndaraan khusus. 

16. Pengujian berkala kendaraan bermotor di air adalab pengujian kendaraan bennotor kapal 
di bawah 7 GT. 

17. Sepeda Motor adalah kendaraan bennotor beroda dua atau riga taopa rumah-rl!IDah baik 
dengan atau tanpa kereta samping. 

18. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan berrnotor yang dilengkapi sebanya'.<-banyaknya 
8 ( delapan) tempat duduk tidak termasuk lempat duduk pengemudi, baik dengan maupun 
taopa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

19. Kendaraan adalah suatu alat yang dapal bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor 
alau kendar.ian tidak bermotor. 

20. Terminal adalab prasarana transportasi jalao untuk keperluan memuat dan menurunkao 
orang dan/atau bamng serta mengi1tur kcdatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, 
yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. 

2 t. Pelabuhan Peogumpan adalah pelabuban yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 
angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam j umlah lerbatas, 
merupakan pengumpan bagi pelabuban utarna clan sebagai tempat asal tujuar penumpang 
dan/atau barang, serta anglrutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kota. 

22. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bennotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat 
duduk tidak tennasuk tempat duduk pengemudi. baik dengan maupllll tanpa perlcngkapan 
pengangkutan bagasi. 

23. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang tennasuk dalam sepeda 
motor, mobil penumpang dan mobil bus. 

24. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus 
dan dilengkapi dengan argometer. 

25. Kendaraan Khusus adalah kemlaraan bermotor sctain daripada kendaraan bermotor untuk 
penwnpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang peoggunaannya uonik keperluan 
khusus atau mengangkut barang-barang khusus. 
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26. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut baraog yang 

seluruh bebannya ditumpu oleh ulat iru scndiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan 
be1.1J1otor. 

27. Kereta Tempclan adulah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang 
dirancang untuk ditarik clan sebagian bebannya diturnpu oleh kendaraan bcnnotor 
penariknya. 

28. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkaia adalab 
pengujian kendaraan bennotor yang dilakukan secara berka!a terhadap setiap kendaruan 
bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. 

29. Trayck adalah lintasan kendaraan umum untuk pe!ayanan jasa angkutan orang dengan 
mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan pcrjalanan tetap, linta~an tetap dan jadwal 
tetap maupun tidak berjadwal. 

30. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, 
serta kcamanan dan kese!amataimya. 

31. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang 
diwujudkan terhadap penye!enggaraan angkutan di pcrairan untuk menjamin keselamatan 
jiwa manusia, harta benda dan lingkungan. 

32. Angkutan di perairan adalah kegiatan menganglnll dan/atau memindahkan penumpang 
dan/atau barang dcngan menggunakan kapal 

33. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani 
kegiatan Angkutan Penyeberangan 

34. Barang Khusus adalah jenis barang !::arena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan 
khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, temak, ikan beku dan sebagainya. 

35. Retrihusi jasa nmum adalah retribusi atas ja~a yang disediakan atou dibcrlkan olch 
Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan. 

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat 
keputusan yang rnenentukan besamya jumlah retribusi yang terutang. 

37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran 
atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke ka.~ Daerah melalui tempat pembayaran yang cihµljuk oleh 
Kepala Daerah. 

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapitt disingkat 
SKRDLB, adalah surat keputusan yang mcncntukan jumlah kelehihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau 
tidak seharusnya terhutang 

39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat 
untuk me!akukan tagihan retribusi dan atau sanksi adm.inistrasi berupa bunga dan atau 
denda 

40. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib 
retribusi uotuk memaufaatkan jasa angkutan laut. sungai, dan penyeberangan. 

41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan,dsn mengelola 
data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 
retribusi bedasarkan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah 

~2. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, 
pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan 
kesejahteraan awak kapal serta pem1mpang dan slalus hokum kapal unluk berlayar 
diperairan tertentu. 

43. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapi\t disebut 
penyidik,untuk mencari serta mcngumpulkan bukti yang dengan bukti itu me:nbuat terang 
tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta mencmukan tersangk:anya. 

Pasal2 

Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi, meliputi : 

I. Pelayanan Purkir di Tepi Jalan Umum. 
2. Pengujian Kendaraan Bermotor. 
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BABD 

NAMA, SUBJEKDAN OBJEK RETRlBUSI 

Pasal 3 

Dengan nama : 
~- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut rctribll-"i atas pelayanau yang lJisediakan 

tcmpat parkir di tepi jalan umum ; 
b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor dipungut Retribusi atas pengujian kendaraan 

bermotor. 

Pasal 4 

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi dan/atau 
badat1 yang menggunakan/menilcmati pclayanan parkir di tepi jalan umum ; 

(2) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bem1otor adalah orang pribadi da'lfatau badan 
yang melakukan pengujian kendaraan bermotor. 

Pasal S 

(I) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyedia.m pelayanan 
parkir di tepi jalan umurn yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan 
peraturun pcrundang-undangan ; 

(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pclayanan pengujian kendarnan 
bermotor, termasuk kendaraaan bennotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemeri ntab Kola. 

Pasa16 

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi dan/atau badat1 yang menurut peraturan 
perundang-undangat1 retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayarat1 retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. 

BABDI 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 7 

Cara mengukur tingkat penggunaan ja5a adalah berdasarkan jenis, jwnlah dan frekllensi. 

BABIV 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 8 

Retribusi Penyelenggaraan Traosportasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 

1NO 

BABV 
KETENTUAN RETRIBUSI 

Pasal 9 

,fENIS TARJF 
TRANSPORTASI JALAN 

I PARK.JR 
I. Parkir di tepi Jalan Umwn: 

a. Sepeda Rp 500,-
b. SepedaMot0r Rp 1.000,-
C. Mobil Penumpang dat1 sejenisnya Rp 2.000,-

Station Wagon, Jeep, Sedan dw1 Pie Up 
d. Bus Kecil, Truk Engkel dan sejenisnya Rp 3.000,-
e. Bus Sedang, Rus Resar, Trnk/Tangki, Rp 5.000,-

Box clan sejenisnya 
f. Truk Gru1deng, Tronton/Truk Tiga Rp 10.000, 

Sumbu Keatas, Truk Tempel, Truk Peti 
Kemas dan sejenisnya 

KETERA,NGAN 
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II. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ( l'KB) 

p. TarifRetribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

a. Mobil Bus Umum dan Mobil Tak Umum Rp 42.000,- Per 6 bulan 
b. Mobil Penumpang Umum Rp 41.000,- Per 6 bulnn 
C. Mobil Barang Umum dan Tak 1Jmum Rp42.000,- Per6 bulan 
cl Mobil Khusus Rp 42.000,- Per 6 bulan 
e. Kereta Gandengan dan Kercta Temoelan Rn 41.000,- Per 6 bulan f · Biaya Administrasi 

a. Permohonan Rp 2.500,-
b. Buku Uji Rp 10.000,-
C. I ( satu) pasang plat uji ( plat keur) Rp 5.000,-

UT. I PENGU.flAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR, BERUP A : 

- Sertifikat Penguj ian Kendaraan di atas 
air: 
- Jukung barang Rp. 000,-
- julrung penumpang Rp. 000,-
- Ketek barang Rp. 25.000,- Per 6 bulan 
- Ketek penumpang Rp. 000,-
- Tongkang bcsi Rp. 000,-
- Tongkang kayu Rp. 000,-
- Gandeng/Tug boat besi Rp. 10.000,- Per 6 buJan 
- Gandeng/Tug boat kayu Rp. 000,-
- Speed Boat < 85 PK Rp. 000,-
- Speed Boat 85> < 200PK Rp. 000,-
- Speed Boat> 200 PK Rp. 000,-

IV. Masa uji kendaraan berrnotor termasuk diatas air diuji secara berkala adalah setiap 
6 ( enam) bulan sekali. I 

BAB VI 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF 

Pasal 10 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif Retribusi jasa umum 
didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 

Pasal 11 

( I) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukun dengan 
memperhatikan indeks harga dan petkembangan perckonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (2), ditelapkan dengan 
Pernturan Wal ikota. 

BAB VJI 
WILA Y AH PEMUNGUT AN 

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang 
diberikan. 
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BAB VIII 

PEMUNGUTAN RETRlBUSI 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan 

Pasal 13 

( l) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan. 

(2) Retribusi Jasa lJmum Penyelenggaran Transportasi yang terutang dipungut dengan 
menggunakan SKRD atau dokum.en lain yang dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) dapat berupa 
karcis, kupon, dan kartu langganan. 

(4) Petugas/pejabat di lingkungan Dinas Ped1ubungan yang mernbidangi pelayanru1 Retribusi 
jasa umum pcnyelenggaraan transportasi, ditunjuk oleh Walikota sebagai wajib pungut 
terhadap retribusi sebagaimana dirnal::sud pada ayat (I). 

(5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke 'Kas Urnum 
Daerah. 

(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dcngan Peraturan Wali.kota. 

Bagian Kcdua 
Masa Retribusi dan Snot Rctribusi Terutang 

Pasal 14 

~fasa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan hatas waktu bagi 
wajib retribusi untuk rnemanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota. 

Pasal 15 

R.etribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumcn lain yang dipersarnakan. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pembayaran 

Passi 16 

(I) Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk 
sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain ynng ditunjuk scbogaimano dimwud 
pada ayat (I), maka hasil penerimaan retribusi harus disctor ke Kas Umum Daerah 
selambat-larnbatnya I X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang 
ditcntukan oleh Walikota. 

(3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempal lain sebagairnana dimaksud pada 
ayat (I), diatur oleb Walikota. 

Passi 17 

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. 

Pasal 18 

(!) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15, diberikar. tanda bukti 
pembayaran. 

(2) Sctiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh 
Walikota. 
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Bagian Keempat 

Penagiban Retribusi 

Pasal 19 

(I) Pengeluaran Surat Penab,fuan atau Surat Tegurao atau Surat Peringatan a1au Surat lain 
yang scjcnis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo perobayaran. 

(2) Dalan1 jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Penagihan atau Surat Teguran 
atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi 
terutang. 

(3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain y;mg sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I}, dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang 
ditunjuk. 

Bagian Kelima 
Pemanfaatan 

Pasal 20 

(l) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan un:uk mendanai 
kegiatan yang berkaitan Jangsung dengan penyelcnggaraan pelayanan yang bersangkutau. 

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), ditetapkan dengan Peraturan Daecah tentang Anggaran Pcndapatan dao 
Belanja Daerah. 

Bagian Keenam 
Pengurangan, Keringanan dan Pemhebasan Retribusi 

Pasal21 

(I) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 

(2) Pemberian pengurMgan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!), dengan memperhatikan kemampuan Wa,iib Retribusi. 

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (\ ), diatur oleh Walikota. 

Bagian Ketujuh 
Keberatan 

Pasal 22 

(!) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau 
pejabat yang ditm1juk atas SK.RD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I). diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika 
Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaaonya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu 
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pclaksanaan 
pcnagiban Rctribusi. 
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Pasal 23 

(I) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enan1) bulaa sejak tanggal Surat Keberatan 
diterima harus membcri keputusan atas keberntan yang diajukan deagan menerbitkan 
Surat Keputusan Keberntan. 

(2) Ketentt,an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unluk memberikari k:epastian 
huk:um bagi \Vajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan 
oleh Walikota. 

(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa mencrima seluruhnya atau sebagian, 
menolak, atau menambah besaraya Retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) tclall lewat dan Walikota 
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pasal 24 

(I) Jika pengajuw1 kebcnnaa dikabulkan sebagian atau seluruhnya. kclcbihw1 pembayarwi 
Retribusi dikembaUkan dengwi ditambah imbalan bunga scbesar 2% (dua persen) per 
bulan untukjangka waktu paling lama 12 (dua bclas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayal (1 ), dil1itung sejak bulan pelunasan 
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

Bagian Kedelapan 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pasal 25 

(1) Atas kelebihaa pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengaj ukan permohonaa 
pengembalian kepada Walikota. 

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulaa, sejak diterimanya 
pem1ohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana d:maksud pada 
ayal (1), harus memberikan kcputusan. 

(3) Apabilajangka waktu sebagaimanadirnaksud pada ayat (2) telah dilampauidan Walikota 
tidak membcrikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayarar,i Retribusi 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 
paling lama I (satu) bulan. 

(4) Apabila Waj ib Retribusi mempunyai utang Rctribusi lainnya, kelebihan pembayaran 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) l:mgsung cliperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dirnak:sud pada ayat (1) 
dilakukaa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota 
memberikw1 imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

(7) Tata earn pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( I), diatur dengan Peraturao Walikota. 

Bagian Kesembilan 
Kedaluwarsa Penagihan 

Pa.sal 26 

(I) Hak untuk melakuk.an penagihan Retribusi menjadi kcdaluwarsa sctclah melarnpaui 
waktu 3 (tifla) tahun tcrhitung s.:jak saat terutruignya Retribusi, kecuali j ika Waj ih 
Retribusi melakuk.wi tindak pidana di bidang Retribusi. 
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(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimaoa dimaksud pada ayat ( 1 ), tertangguh jika: 

a. diterbitkan Surat Teguran: atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wl\iib Retribusi, baik Jangsung maupun tidak 

langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkao Surat Tegurao sebagaimaoa dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kc<.lllluwarsa penagihan dihirung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

( 4) Pengakuan utang Retribusi secara Jangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan rnasih mempunyai utang 
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara lidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, dapat diketahui dari pengajuan perrnohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 27 

(1) Piutang Retribusi yang tidak numgkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Walikota menelapkan Kcputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang suclah kedaluwarsa diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

Bagian Kesepuluh 
Pembukuan dan l'emeriksaan 

Pasal 28 

(l) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuh1111 pemenuhnn 
kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan 
Retribusi. 

(2) Wajib Retnousi yang diperiksa wajib: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; 
b. memberikan kesempatan untuk mcma,uki tempat atau ruangan yang dianggap perlu 

dan memherikan bantuan guna k:elancardll pemeriksaan; dan/atau 
c. memberikao keterangan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara pemeriksaan Retnl>usi diatur dengan Peraturan 
Walikota. 

UAUlX 
SANKSI ADMlNJSTRASI 

Pasal 29 

Dalam ha! wajib retribusi ticlak membayar tepat pada waktunya atau kurang mcmbayar, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang 
terutang atau kurang dibayar. 

BARX 
PENYlDlKAN 

Pasal 30 

(I) Pejahat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan peoyidikan tindak pidana dibicaog Retribusi 
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hokum Acara Pida'l.a. 

(2) Penyidik sebagaimana diroaksud pada ayat (I) adaJah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
(l'PNS) tertentu di Jingkungao Pemerintah Kota yang diangkal oleh Pejabat yang 
berwenang sesuai dengan keteoluan peraluran perundang-undangan. 
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(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah: 

a menerima, mencari, mengumpulkan, dan meoeliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di hidang Retribusi Daerab agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lebih Jengkap dan jelas ; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keteraogan mengenai orang pi-ibadi atau 
Badan tenUlng kebenarau perbuatan yang dilalrukan sehubungan dengan tindak 
pidana Retribusi Daerah; 

c. meminta kcterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau BadUI1 schubungan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tinclak pidana di 
bidang Retribusi Daerah ; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, 
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terbadap bahan bukti tersebut ; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas peny:dikan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah : 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; 
1. memaoggil orang unluk didengar keterangannya dan dipcriksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
j. mcnghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 

l>idung Retribusi Oaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-mdangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I), memberitahukan dimulainya penyidikan 
tlan menyarnpaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalul Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur clalarn 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 31 

(I) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kcwajibannya sehingga merugikan keuangao 
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 
banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. 

BABXII 
PENUTUP 

Pasal 32 

Dengan dibcrlakukannya Peraturan Daerab ini, maka : 

I. Pemturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Parkir (Lembaran 
Dacrah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 4) 

2. Peraruran Daerah Kota Palembang Nomor LO Tahun 2001 tcntang Rctribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 11) 

3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahuo 2002 t.entang Pembioaan dan 
Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2002 Nomor 30). 

beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 33 

(1 ) Dinas Pendapatan Daerali Kota Palembang sebagai koordinator pernungutan Retribusi 
Daerah. 

(2) Dinas Perhubungan sebagai Saluan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan 
Dacrah ini. 

(3) Hal-ha! yang bersifat tekuis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah m,, 
sepanjang rnengenai pelaksaoaannya akao ditetapkan lebih lanjut oleh \Valikota., sesuai 
dengan ketentuan peraturao perundang-undangao yang berlaku. 

Pasal 34 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. 

mundang(an di palembang 
Pada tano-g:i-1 10-8.,. 201f 

SEKR.nARlS DAE.RAH 
KOTA PALEMBANG 

~ ,--:::::-
Ii I hirrlrl<\ MM 

LEMBARAN OAERAH KOTA PALEMBANG 
TAHUN 2011 NOUOR I~ Seti{ C 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal to Agustus 2011 

WALIKOTA PALEMBANG, 

EDOYSANTANAPUTRA 


